BAB V
PENUTUP

Pada bab V penulis menyimpulkan keseluruhan pembahasan dalam
skripsi. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan penulis ajukan
dalam pembatasan masalah. Disamping itu penulis juga mengajukan usul dan

saran untuk mengembangkan pemikiran tersebut dalam konteks politik Indonesia.

5.1 KESIMPULAN

Dalam kesimpulan ini penulis meneliti jawaban atas pertanyaan yang
diajukan dalam rumusan masalah skripsi. Dalam rumusan masalah skripsi ini,
penulis mengajukan tiga rumusan masalah: Apa yang dimaksud dengan warga
negara oleh Aristoteles? Apa yang dimaksud dengan politik oleh Aristoteles?
Bagaimana peran warga negara dalam politik menurut Aristoteles? Dengan
demikian penulis berusaha meneliti jawaban atas pertanyaan tersebut dari buku
The Politics. Penulis berusaha merumuskan konsep keterlibatan warga negara
dalam politik menurut Aristoteles sebagai berikut. Sebelum berbicara tentang
keterlibatan warga negara dalam politik, perlu diketahui apa yang dimaksud

dengan warga negara menurut Aristoteles.

Penulis berusaha manrik beberapa kesimpulan dari skripsi sebagai berikut:

86



1. Proses terbentuknya negara menurut Aristoteles adalah melalui beberapa
tahap yakni mulai dari rumah tangga karena tidak sanggup memenuhi
kebutuhan sendiri sehingga membutuhkan desa demikian seterusnya
sampai pada terbentuknya negara (polis). Negara merupakan unsur paling
tinggi yang mampu mencukupi segala kebutuhan dan keinginan manusia.

2. Negara harus memiliki tujuan yakni kebaikan. Kebaikan tersebut harus
berlaku bagi warga negara secara keseluruhan karena keseluruhan lebih
utama dari bagian-bagiannya. Negara harus menjamin kesejahteraan
bersama karena hanya dengan kesejahteraan bersama, kesejahteraan
individu dapat terpenuhi. Dengan demikian manusia akan menjadi lebih
manusiawi apabila manusia berada di dalam negara.

3. Warga negara menurut Aristoteles adalah orang yang terlibat aktif dalam
segala aktivitas politik. Kewajiban seorang warga negara adalah terlibat
aktif di dalam jabatan deliberasi dan judikatif. Tidak semua orang dapat
dikatakan sebagai warga negara. Warga negara Aristoteles adalah warga
negara yang terbatas. Jadi tidak semua dikatakan sebagai warga negara.
Anak-anak, orang tua, budak, montir serta orang asing tidak dikatakan
sebagai warga negara.

4. Politik merupakan sesuatu kecenderungan yang melekat pada diri manusia
dan khas manusia. Dengan demikian manusia berbeda dengan makhluk
lain, karena manusia memiliki kemampuan yang dapat mengembangkan
potensi-potensinya. Manusia mampu bekerja sama berdasarkan diskursus

rasional, pertimbangan dan debat dalam kesadaran kritis. Sebagai makhluk
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politik, manusia tidak dapat memisahkan diri atau tanpa kehadiran dengan
manusia lainnya, karena manusia tidak dapat mencukupi dirinya apabila
memisahkan dari kehidupan sosial.

Bagi Aristoteles, setiap warga negara harus memiliki keutamaan. Masing
masing orang memiliki keutaman dan kebaikan yang berbeda. Keutamaan
harus dimiliki oleh semua warga negara sehingga dapat menjadi warga
negara yang baik. Sedangkan keutamaan manusia yang baik tidak dimiliki
oleh setiap orang. Seorang manusia yang baik harus memiliki
kebijaksanaan praktis. Hal tersebut yang diperlukan oleh sebuah negara
untuk menjadi pemimpin. Menurut Aristoteles, antara orang yang
memerintah dan yang diperintah memiliki pengetahuan yang berbeda.

. Warga negara bagi Aristoteles adalah orang yang terlibat di dalam tugas-
tugas deliberatif dan yudisial. Warga negara berhak untuk terlibat di dalam
proses deliberasi dan pengambilan suatu keputusan. Menjadi warga negara
berarti terlibat secara langsung dalam pelaksanaan sebuah kedaulatan.
Aristoteles juga membuat pembatasan atas warga negara, tidak semua
orang disebut sebagai warga negara. Seorang warga negara memiliki hak
sipil, yaitu hak untuk terlibat dalam tugas-tugas kenegaraan. Sedangkan
seorang yang bukan warga negara tidak dituntut untuk terlibat dalam
urusan kenegaraan. Dengan demikian anak-anak, orang tua, budak dan
orang asing tidak disebut sebagai warga negara karena mereka tidak

terlibat dalam urusan-urusan kenegaraan.
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7. Atristoteles juga menjelaskan bagaimana keterlibatan warga negara dalam
politik. Menurutnya, keterlibatan warga negara dalam memerintah tidak
dapat dilakukan secara serempak melainkan dapat memegang jabatan
secara bergiliran sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati
bersama. Ada tiga unsur kekuasaan dalam pemerintahan yakni deliberatif,
eksekutif, dan yudisial. Masing-masing unsur tersebut dapat dijabat oleh
warga negara sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
Masing-masing unsur tersebut dapat membantu warga negara dalam

mempertimbangakan pengambilan keputusan.

5.2 USUL DAN SARAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini hanya sebatas
konsep keterlibatan warga negara dalam politik menurut Aristoteles. Penelitian ini
melibatkan buku yang ditulis oleh Aristoteles sendiri, The Politics. Dengan
demikian melalui penelitian tersebut, penulis mencoba memberikan usul dan saran
bagi para mahasiswa fakultas filsafat, civitas akademika dan pemerintah

Indonesia.

Pertama, penulis memberikan usul kepada para mahasiswa Fakultas
Filsafat yang hendak mengadakan penelitian tentang pemikiran Aristoteles.
Penulis mengusulkan untuk meneliti tentang kebijaksanaan praktis (practical
wisdom) menurut Aristoteles ditinjau dari filsafat politik. Penulis mengusulkan
tema tersebut karena pemikiran Aristoteles dapat menjadi pedoman dasar untuk

dimiliki oleh para calon pemimpin masa depan bangsa. Penulis berharap dengan
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adanya penelitian di bidang tersebut dapat memberikan pendasaran yang tepat
dan jelas mengenai tujuan dan maksud Aristoteles dalam menyarankan tindakan

para calon pemimpin untuk terlibat di dalam politik.

Kedua, penulis mengusulkan kepada civitas akademika yang hendak
mengadakan penelitian tentang pemikiran Aristoteles. Banyak tema yang
disajikan di dalam buku The Politics, yang dapat dikaitkan dengan konteks
realitas masyarakat Indonesia saat ini. Beberapa tema tersebut misalnya,
kebijaksanaan praktis, keutamaan, dan keadilan. Penulis mengusulkan kepada
civitas akademika agar tema-tema tersebut dapat digali dan dibahas dengan

berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan.

Ketiga, penulis mengusulkan kepada kader-kader partai politik untuk
menggali sumber-sumber pemikiran politik Aristoteles misalnya nilai atau
karakter pemimpin yang berkualitas sehingga dapat memunculkan pemimpin yang
berintegritas. Dengan semangat pemikiran politik Aristoteles dapat membawa

para calon pemimpin dan pemimpin untuk memperjuangkan bonum commune.

Keempat penulis memberikan saran kepada pemerintah Indonesia. Penulis
melihat bahwa konsep pemikiran Aristoteles tentang kebijaksanaan praktis dapat
dikembangkan dalam proses pendidikan di tanah air. Harus dilihat bahwa proses
pendidikan bukan hanya menciptakan manusia-manusia pragmatis tetapi harus
menciptakan manusia yang bermutu. Pendidikan harus mampu memberi arah
yang benar pada hidup manusia. Pendidikan harus mampu membangun kekuatan

intelektual dan etis yang membuat kita mampu memberi arah yang semestinya
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pada hidup manusia. Dengan demikian akan menciptakan generasi pemimpin-
pemimpin Indonesia yang bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan demi

memperjuangkan kebaikan umum.

Menurut penulis, konsep kebijaksanaan praktis yang dikembangkan oleh
Aristoteles sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yakni pendidikan
karakter. Karakter anak bangsa harus dibangun sejak dini sehingga mereka akan
menjadi manusia yang bijaksana dalam segala hal, misalnya bijak mengambil
keputusan apabila seorang dipilih menjadi pemimpin di lingkungan sekolah.
Kebiasaan yang dibangun sejak dini tersebut akan berimplikasi pada kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.
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